BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat
disimpulkan bahwa :

1. LSM KontraS Sumatera Utara adalah lembaga yang memiliki fokus pada
penanganan kasus pelanggaran HAM yaitu orang hilang dan tindak kekerasan yang
bersifat struktural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat
sipil.

2. Dalam menangani kasus yang terjadi, KontraS Sumatera Utara menerima segala
bentuk aduan mengenai kasus pelanggaran HAM. Biasanya korban yang
mengalami tindak kekerasan dapat melalui 2 cara yaitu korban datang langsung ke
sekretariat KontraS Sumatera Utara dan KontraS yang mendatangi korban tindak
kekerasan, biasanya KontraS mengetahui kasus dari media massa.

3. Suatu daerah dapat dikatakan madani apabila hadirnya rasa aman, ketenangan dari
seluruh komponen masyarakat, adanya jaminan tidak mengalami kekerasan yang
tidak hanya berlaku pada kelompok dominan saja tetapi juga kelompok minoritas,
hukum ditegakkan secara benar tanpa pandang bulu dan tingginya tingkat
penghormatan pada hak asasi manusia.

4. Masyarakat madani hadir melalui proses panjang. Setiap negara memiliki peluang

bisa mewujudkan masyarakat madani termasuk negara dunia ketiga, seperti
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Indonesia. Peluang ini ditunjukkan banyaknya perubahan yang terjadi dalam
periode pemerintahan Indonesia, misalnya sistem politik, perundang-undangan,
kebebasan masyarakat dan lain sebagainya.

5. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani di kota Medan, KontraS Sumatera
Utara melakukan pendidikan hukum supaya masyarakat memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga negara, mengadakan kampanye-kampanye untuk
memberikan pendidikan kepada masyarakat, membangun kesadaran publik tentang
pentingnya prinsip-prinsip HAM untuk dilindungi, serta melakukan kajian-kajian

terhadap permasalahan masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk LSM KontraS Sumatera Utara agar lebih meningkatkan kinerjanya
dalam hal mengadvokasi korban-korban pelanggaran HAM serta lebih banyak
mengadakan pendidikan HAM agar masyarakat lebih memahami akan hak dan
kewajibannya.

2. Untuk masyarakat Kota Medan agar lebih berperan aktif dalam kehidupan
politik dan dapat menyalurkan aspirasinya dengan benar dan tepat.

3. Untuk Pemerintah Kota Medan agar memahami bahwa jabatan adalah amanah

dan melaksanakan amanah yang dimandatkan rakyat dengan baik dan adil.



